
BUPATIBALANGAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR 94 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BALANGAN, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan 
pembangunan di bidang Tenaga Kerja dipandang 
perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah 
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Balangan; 

b . bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan penunjang pada Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi perlu 
membentuk Unit Pelaksana Teknis DaerahBalai 
Latihan Kerja; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja; 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan 
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembarar1 
Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahat 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 S 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
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Pasal 17 

Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan 
Fungsional/Tenaga Ahli wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk dan 
bertanggungjawab kepada atasannya serta menyiapkan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 

Pasal 18 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD BLK dari para bawahannya 
wajib d iolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk laporan lebih lanjut 
dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. 

Pasal 19 

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara 
fungsional mempunyai hubungan kerja. 

BABV 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal20 

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPTD BLK, Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Ahli dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

BABVI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 21 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BLK 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, makaPeraturan Bupati Nomor 39 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 






